Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.ggieTapAN Nomor:
Pdt. G'2011/PA. Stb.

Bl SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili per kara
tertentu pada ti ngkat pertama telah menjatuhkan Penet apan

sebagai berikut, dalam perk ara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama |slam, pendi dikan SMA,
pekerj aan Pedagang, tempat ting gal di Kabupaten
Langkat sel anjut nya disebut “ Penggugat”.

Lawan
Tergugat, umur 51 tahun, agama |slam, pendidi kan SMA,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat ting gal di
Kabupaten Langkat selanjut nya disebut “Tergugat”.

Pengadilan Agama terse but

Setelah membaca ber kas perkara

Telah mendengar ket erangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan harta bersama secara
tertulis dengan suratn ya bertan ggal 7 Maret 2011, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat
Register Nomor: Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 7 Maret 2011 yang
isin ya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Ter gugat menikah pada tahun
1985 di Kec amatan Binj ai Selatan, Kota Binjai, sesuai
dengan Dengan Kutipan Akta Nikah  Nomor: 13/1X/1985
tanggal 9 September1985 yang dikelu arkan oleh Kantor
Urusan  Agama Kecamatan, Kota Binjai, namun Penggugat
dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Mei

2004 di Pengadilan Agamm Stabat sesuai dengan Kutipan Akta
Cerai Nomor

77/A C/2004/ PA.Stb;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika berumah tangga,
sekitar pada tahun 1990 membel i sebidang tanah

darat/per tapakan runmsh dengan ukuran 558 meter? di Jalan

S. Parman. Li ngkungan VI, Kelurahan Kwa a Bingai,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang berbata san
dengan:

a. Sebelah utara ber batasan dengan tanah milik Pak Ginda;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Ponimin;
C. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Kasiman;
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pUtusan'm@hkmégﬁq}épﬂ'g@rﬂt asan dengan tanah milik Pak Tambeng;

3. Bahwa sekitar tahun 1992 di atas tanah tersebut

dibangun 1 (satu) unit rumah per manen ber ukuran 12
met er x 16 neter, | ant ai ker amik, atap seng dan
berali ran list rik;

4. Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh dari
uang warisan Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua
Puluh  Juta Rupiah) dan wuang bersama Penggugat dan

Ter gugat;
5. Bahwa ol eh karena harta dimaksud dip er ol eh dal am
masa per kawinan maka harta tersebut nerupakan harta

ber sama Penggugat dan Ter gugat;

6. Bahwa hingga sekarang ini harta bersama Penggugat dan
Tergugat berupa tanah dan 1 (satu) wunit rumah beserta
surat-suratnya berada dal am penguasaan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha nengajak Tergugat
ber musyawarah untuk membagi harta bersama t er sebut
secara kekeluargaan, namun Ter gugat ti dak

ber sedi a nel aksanakannya;

Bahwa ber dasar kan al asan-alasan tersebut di atas mohon
ki ranya Ketua Pengadil an Agame Stabat Cg. Majelis Hakim yang
nenyid angkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang
serta nmenanggil Penggugat dan Tergugat sel anjut nya
nermerik sa dan nengadili dengan nenjatuhkan putusan yang
amar nya sebagai beri kut:

a. Mengabulk an gugatan Penggugat seluruhnya;

b. Menetapkan tanah darat/p ertapakan rumah dengan ukuran 558
meter? di Jalan S.

Par man. Lingkungan VII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan
St abat, Kabupaten

Langkat, yang berbatasan dengan :
Sebel ah utar a ber batasan dengan tanah
milik Pak Ginda; Sebel ah sel atan
ber bat asan dengan tanah milik Pak
Ponimin; Sebel ah timur ber bat asan dengan
tanah milik Pak Kasiman; Sebel ah bar at
ber bat asan dengan tanah milik Pak
Tambeng;

serta 1 (satu) wunit rumah per manen berukuran 12 nmeter x 16
meter, lantai keramik,

atap seng dan berali ran list rik sebagai harta ber sama Penggugat
dengan Ter gugat;

c. Menetapkan bagi an Penggugat dan bagi an
Ter gugat dari harta ber sama sebagaimana
maksud petitum huruf b di atas;
d. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan

peraturan dan perundang- undangan yang ber | aku.

Untuk peneriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
nemanggil Penggugat dan

Tergugat untuk hadir di persidangan, panggil an - panggil an
tersebut telah disampaik an secara resmi dan patut;
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pUtusan'mah@ﬁHmmgg'g&égra in person sedang Tergugat tid ak

hadir dan ti dak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau

kuasanya yang sah wuntuk hadir di persidangan, neskipun
nenurut relaas panggil an Nomor : Pdt.G/2011/ PA.Stb tanggal
17 Maret 2011

Tergugat tel ah dipanggil secar a resmi dan patut dan tid ak ternyata
bahwa ketid ak hadiran

Tergugat tersebut disebabkan ol eh al asan yang di benar kan undang
undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persi dangan, maka

ber dasar kan Psal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkameh Agung Nomor 1 Tahun 2008 nedi asi tid ak
dapat dil aksanakan;
Maj elis Hakim tel ah menganjur kan kepada
Penggugat agar menyel esaik an pembagi an harta bersama

tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat dan atas upaya
Maj elis Hakim tersebut Penggugat nenyatakan telah sepakat
menyel esaik an pembagi an harta bersama tersebut secar a

kekelu argaan dengan Ter gugat.

Oleh kar ena antara Penggugat dan Ter gugat
tel ah mencapai kesepakat an perdamai an dan nengakiri
per sengket aan maka Penggugat pada persidangan tanggal 6
April 2011 telah nengaj ukan per mohonan pencabut an gugatan
pembagi an harta bersama kepada Maj elis Hakim sebelum gugat an
dib acakan;

Untuk nmemper si ngkat urai an putus an ini cukupl ah
Maj elis Hakim nmenunjuk berita acara sidang yang nerupakan
bagi an yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTI MBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa naksud dan tuju an gugat an
Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dui dalam
bagi an duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pener iks aan per kar a
ini Maj elis Hakim tel ah nemanggil Penggugat dan
Ter gugat untuk hadir di per sid angan,

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang Undang
Nonmor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Pener int ah Nomor 9 Tahun 1975 panggil an
panggil an t er sebut tel ah disampaik an secara resm dan
patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4) Peraturan Penerint ah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sid ang yang telah
dit entuk an Penggugat

hadir secara in person sedang Tergugat tidak hadir dan
tid ak ada nmengutus orang l|ain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah nmenganjurkan
kepada Penggugat agar nenyel esaikan pembagi an harta bersama

dengan Tergugat secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada per sid angan
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nenyat akan telah nenyel esaikan pembagi an harta bersama dengan
Tergugat secara
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pUtUSa”k@@fh‘%@HAQHaQ%gr&Pehqnya Penggugat mengajuk an

per mohonan pencabut an gugatan harta bersama kepada Maj elis
Hakim ;

Menimbang, bahwa yang nenjadi pokok nasal ah
dal am perkara ini
adal ah

Penggugat nengajuk an per mohonan pembagi an harta bersang;

Menimbang, bahwa pada t anggal 6 April 2011
Penggugat telah  mengajuk an per mohonan pencabutan gugatan
harta bersama sebelum gugatan dibacakan dan sebelum ada
jawaban dari Tergugat, oleh karenanya berdasar kan Pasal
271 Rv Majelis Hakim ber pendapat pencabut an gugatan sebelum
ada jawaban dari Tergugat tidak diperlukan izin dari
Ter gugat ol eh karenanya per mohonan pencabutan gugatan

Har ta Ber sama yang diajukan Penggugat patut untuk
dik abulk an;
Menimbang, bahwa ol eh kar ena Penggugat tel ah

nencabut gugatan harta bersamanya, neka ber dasar kan Pasal
272 Rv semua biaya yang timbul dal am perkara ini dibebankan
kepada Penggugat untuk nembayarnya;

Mengi ngat;

Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan segala
peraturan yang berkait an dengan perkara ini;

MENGADI LI

1. Mengabulk an per mohonan pencabut an gugatan Penggugat.

2. Menyat akan perkara register Nomor: Pdt.G/2011/ PA.Stb
tanggal 7 Maret 2011 dicabut ol eh Penggugat.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk nembayar semua biaya
yang timbul dal am perkara ini yang hingga saat ini
dihitung sebesar Rp. 226.000,0 (dua ratus dua puluh enam
ribu rupiah).

Demiki an Penetapan ini dij atuhkan di Pengadil an Agama
Stabat dalam sidang musyawarah Maj elis pada hari Rabu
tanggal 6 April 2011 Mladi yah bertepatan dengan tanggal 2
Jumadil Awal 1432 Hijri yah ol eh kami Dra.Misn ah, SH sebagai
Hakim Ketua Majelis, Nusri Batub ara, SAg, SH dan
Husni, SH masin g- masing
sebagai Hakim Anggota Majelis,p enetapan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum ol eh
Dra.Misn ah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara,
S.Ag, SH

dan Husni, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota

Maj elis dibantu ol eh
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pUtusan mhﬁmahéﬂu%&%d Panit era Pengganti dengan dihadiri
Penggugat dilu ar hadi rnya

Ter gugat.
Hakim Ketua
Maj elis,
Dra.Misn ah
, SH
Hakim Anggot a, Hakim Anggota ,

Nusri Batubara, S.Ag, SH

Husni, SH Panit er a

Pengganti,
Khai r uddin,
SHI. Perincian Biaya Perkara:
1 Biaya pendaftaran Rp 30.00
2 Biaya ATK Rp 35.00
3 Biaya panggil an Rp. 150.00
4 Hak Redaksi Rp 5.00
5 Mterai Rp 6.00
0,-
Juml ah Rp.
226.000,- (

dua ratus dua puluh enam
rupiah )
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